PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAPUK KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 004 / 85139/ PTSP/ X/ 2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan tingkat Taman
Kanak-Kanak (TK) Nomor 139/ TK-BCI/IV /2016 Tanggal 12 April 2016 dan setelah
diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan
Kapuk dengan ini memberikan [zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada.

Nama Sekolah : TKISLAM NURUL HAYAT

Alamat : JIL.Ukir Pedongkelan Depan Rt.007 Rw.006
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota
Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : SITINURLAELAH JAMIL, M.Pd
Pimpinan Yayasan : SITI NURLAELAH JAMIL, M.Pd

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, lzin
Operasional tersebut berlaku terhrlung mulai tanggal 01 September 2016 s.d. 01

September 2017

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 01 September 2016

NIP ‘I 96708181991031007
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Dipindai dengén CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Jakarta, 26 Juli 2016
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SURAT EDARAN
;3 A R
ST T NOMOR i /SE/2016
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN 1ZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraiuran Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun

2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012"_dan Peraturan Gubernur Nomer 7
Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai bernkut :

1.

Izin Prinsip Ierr']b:aga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan
atau Badan Pelgyanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera dilindaklanjuti dengan
pengurusan lzin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.

Izin Operasional lembaga péndidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan atau Badan Pelayanan Terpadu Sati Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga
pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,
dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus

 perpanjangan izin operasional.

Izin operasional serbagaiména dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu
manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dar
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.

Khusus permohoenan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atat
Satuan Paud Sejenis yang berada 'di zona perumahan'yang bersifal non profitnor
kortiersil serta’bukan diselenggarakan oleh lemtaga berbadan hukum, pemohon haru
melampirkan ;' gl ' ’

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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a. Pernyalaan persetUJuan (dr atas met
b. PersetUJuan tet 1

7. Khusus satuan pendzdlkan SMK yang teiah memlhkl izin, operasaonal ‘dan terakreditasi
dapat. mengembangkan/menambah kompetena keahlxan baru sesuai hasil analisis
tuntutan masyarakat duma usaha dunla mdusln setefah mendapatkan izin dari Dinas

Pendldlkan Pr_ovrn5| D.KI Jakarla Ty Y 5. 4

k—’rown8| DKI JJakan

Edaran ini’ unmuk menjadi perhatlan dan agar d|faksanakan dengan sebaik-baiknya

serta penuh tanggungjawab _ .

Tembusan :
Gubernur Prownm DK] Jakarta

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris-Daerah Provinsi DKI Jakara
Asisten. Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta ‘

Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Dikmental Setda: Provinsi DKI Jakarta

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta

10. Sekretaris Dmas Pendidikan Provinsi DKI Jakana

11. Para Kepala Bldang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI J‘akarta ]

12. Para Kepala Sudm Pendidikan Wilayah | dan Wllayah II"Kota Admmmtra& di Provinsi
DKI Jakarta

13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Senbu

14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta

16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.
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